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Pendahuluan
• Pencemaran lingkungan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pencemaran air, tanah, dan 

udara . Pencemaran air terjadi ketika limbah industri, domestik, dan pertanian yang tidak terkelola dengan 
baik mencemari sumber air, mengubah komposisi kimia dan biologisnya.  Pencemaran tanah disebabkan 
oleh penggunaan berlebihan bahan kimia pertanian, pembuangan limbah berbahaya, dan polusi dari 
kegiatan industri. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke 
dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan 
kualitas lingkunganApabila hal ini dilakukan secara terus-menerus tentunya akan menimbulkan kerugian

• Fokus penelitian diarahkan pada analisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penegak 
hukum melalui putusan pegadilan terkait kasus pencemaran lingkungan. Analisis terhadap putusan 
pengadilan memberikan wawasan tentang sejauh mana hukum lingkungan telah ditegakkan dan efektivitas 
sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran. Dipilihnya periode lima tahun dalam jangka waktu pada
tahun 2018-2022 sebagai fokus penelitian memiliki alasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa 
permasalahan ini semakin mendesak dan memerlukan respon yang lebih serius khususnya bagi penegak
hukum.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1.Bagaimana analisis Penegakan Hukum Terhadap
Pencemaran Lingkungan di Indonesia?
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Metode
Penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue 
approach) 

Beberapa bahan hukum primer : UUD 1945, UU 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH No.32/2009), dan PP No.22/2021Tentang 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Bahan hukum sekunder seperti 
buku-buku hukum, jurnal dan literatur 

hukum 

Analisa bahan hukum 
yang digunakan yaitu 

menggunakan penalaran 
deduktif 
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Hasil

• Berdasarkan data dari web putusan.mahkamahagung.go.id dapat diketahui penegakan
hukum terhadap pencemaran di indonesia berdasarkan data kasus pencemaran 
lingkungan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 yang ditangani oleh pihak 
Pengadilan, khususnya dalam konteks pencemaran air, tanah, dan udara, dapat dilihat 
bahwa terjadi peningkatan jumlah putusan terkait pencemaran air dari tahun ke tahun 
hingga 2020. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2022

• Penegakan hukum melalui proses peradilan dapat dikategorikan efektif mengurangi 
tingkat kasus pencemaran lingkungan hidup, mengingat  dalam setiap putusan yang 
dikeluarkan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pencemaran 
lingkungan.



6

Pembahasan
• bahwa putusan pengadilan dengan kata kunci “pencemaran air” antara tahun 2018 hingga 2022, terdapat sejumlah data 

yang dapat memberikan gambaran terkait banyaknya jumlah kasus pencemaran air yang telah diadili. Data ini 
memberikan gambaran mengenai intensitas dan perubahan situasi terkait pencemaran air selama periode tersebut. Pada 
tahun 2018 terdapat 27.005 putusan pengadilan terkait pencemaran air di Indonesia. Pada tahun 2019 jumlah putusan 
sebanyak 29.935. Pada tahun 2020 jumlah putusan pengadilan sebanyak 32.312. Pada tahun 2021, berjumlah 27.469. 
Pada tahun 2022, jumlah putusan menjadi 4.811. 

• putusan pengadilan dengan kata kunci “pencemaran tanah” dari tahun 2018 hingga 2022, dapat diamati jumlah kasus 
yang telah diadili. Data ini memberikan gambaran mengenai jumlah kasus pencemaran tanah. jumlah putusan pengadilan 
pada tahun 2018 terdapat 54.562 putusan pengadilan terkait pencemaran tanah. Pada tahun 2019 jumlah putusan 
mencapai 62.788 putusan. Pada tahun 2020, jumlah putusan pengadilan terkait pencemaran tanah sebanyak 68.439. Pada 
tahun 2021, jumlah putusan  sebanyak 59.094. Pada tahun 2022 jumlah putusan sebanyak 8.601 putusan. 

• putusan pengadilan dengan kata kunci “pencemaran air” dari tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat tingkatan dalam 
jumlah kasus yang telah diadili. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah pencemaran udara ditangani selama 
periode tersebut. Pada tahun 2018, terdapat 2.230 putusan pengadilan terkait kasus pencemaran udara. Pada tahun 2019, 
sebanyak 2.779 putusan. Pada tahun 2020, jumlah putusan pengadilan terkait kasus pencemaran udara sebanyak 2.952. 
Pada tahun 2021 sebanyak 2.317 putusan pengadilan. Pada tahun 2022, jumlah putusan pengadilan sebanyak 457 putusan. 
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Temuan Penting Penelitian
• Penegakan hukum melalui proses peradilan dapat dikategorikan efektif mengurangi tingkat 

kasus pencemaran lingkungan hidup

• Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, beberapa langkah 
bisa diambil: Penguatan Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran dan Edukasi, 
Pengawasan dan Monitoring yang Ketat, Pengembangan Hukum yang Lebih Ketat

• Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan berbagai aspek, seperti 
perencanaan tindakan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengendalian 
aktivitas manusia yang berpotensi merusak, pemeliharaan lingkungan yang ada, 
pengawasan terhadap kegiatan lingkungan, dan penegakan hukum dalam kasus 
pelanggaran. 
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca
dan peneliti selanjutnya mengenai tingkat penegakan hukum 
dalam menanggulangi maupun menekan terjadinya pencemaran 
lingkungan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak 
bertanggung jawab serta Penegakan Hukum Terhadap
Pencemaran Lingkungan di Indonesia.
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